
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN 

NOMOR   8  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  

NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PEKALONGAN, 

 
Menimbang : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan 

kemudahan dalam berusaha di Kota Pekalongan, 
diperlukan pelayanan perizinan yang lebih 
sederhana  tanpa meniadakan fungsi perlindungan 
kepada masyarakat dan lingkungan serta 
pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan; 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah  
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 15) dipandang 
tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah  Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 
 
 



 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 

dan 
WALIKOTA PEKALONGAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 
15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan 
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2011 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 
 



 


